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J SALINAN I

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN

Menimbang

Mengingat

DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, telah ditetapkan
Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Binjai;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

061/8890/DUKCAPIL tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Binjai perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai
Nomor 40 Tahun‘2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

: Undang—Uhdang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagai mana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Norfior 5475);




3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

~~ Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3322);

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

b ¥4 - sy batile Fondons vren MT " 47254
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

8. Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambshan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3887;

9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran
Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13};

10.Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun
2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Memetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI.

Pasal I

Seterapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2016
“emtang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
~ Bsts Sinjal (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 40), diubah sebagai
Pericet .
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(1)

(2)

(3

Pasal 2

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan

pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan Tugas

Pembantuan. ‘

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan penyusunan program dan anggaran;

b. melaksanakan pengelolaan keuangan;

c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan barang milik negara;

d. melaksanakan pengelolaan urusan ASN;

¢. menyusun perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil, pengelolaan ‘informasi administrasi kependudukan, kerjasama

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran

Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi administrasi

kependudukan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan serta inovasi pelavanan administrasi kependudukan;

melaksanakan pelavanan pendaftaran penduduk;

melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;

melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

i. melaksanakan kerjasama administrasi kependudukan;

k. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

. melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

m. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang
administrasi kependudukan,;

n. melaksanakan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan
pencatatan sipil; dan -

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

.

.

T

Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah,’sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 6

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Kepala
Bidang Pelavanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi: '
menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaitaran penduduk;

melaksanakan pelavanan pendaftaran penduduk;

melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk;
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g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran" penduduk;
dan :

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk lingkup identitas
penduduk. &

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan’penyusunan perencanaan pelayanan dan penertiban
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor
induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik,
kartu identitas anak: :

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis-- pelayanan dan
penertiban dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk,
nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk
elektronik, kartu identitas anak;
menviapkan pelaksanaan pembinaan dan keoordinasi pelaksanaan
pelavanan dan penertiban dokumen pendaftaran penduduk meliputi
biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu
tanda penduduk elektronik, kKartu identitas anak;

d. melaksanakan pelayanan dan penertiban dokumen pendaftaran
penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan,
kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

¢. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan penertiban dokumen
pendaftaran penduduk; :

f. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan
penertiban dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk,
nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk
elektronik, kartu identitas anak; dan

g melaksanakan tugas lain ‘yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugas dan fungsinya. .

f

4 Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi seba'gai berikut:
Pasal 8

‘1] Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.

2} Kepala Seksi Pindah Datang penduduk mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang pelayanan pendaftaran penduduk lingkup
pindah datang penduduk.

‘31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi  Pindah Datang Penduduk mempunyai fungsi:

a. menviapkan bahan penvusunan perencanaan pelayanan pindah datang
penduduk;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah
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c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pindah datang penduduk;

d. melakukan pelayanan pindah datang penduduk;

e. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah
datang penduduk; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugas dan fungsinya.

Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang. ’

(2) Kepala Seksi Pcndamén penduduk mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk lingkup.

(3) Dalam melaksanakan ‘tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Kepala

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pendataan
penduduk;

b. menyviapkan bahan perumusan kebiyakan teknis pelaksanaan pendataan

SSHCL";..JL
¢c. menyviapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
d. rduduk; ?
& dan evaluasi pelaksanaan pendataan
ang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

Pasal 10

11 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam

, L-,sara‘—.an tugasnyva berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

. Kepala Bidang Pelayanan Penchtatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan

sehagian tugas Kepala Dinas di bidang pelayanan pengelolaan Akta
Relahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian,
?:.—-;"ax.nan_Anak, Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

* Dulam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

=

E:dang Pelavanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

menyusun perencanaan pelayanan pencatatan sipil;

merumuskan kebijakan teknis pencatatan sipil;

melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil;

9]
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4 melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;

¢ melaksanakan penertiban dokumen pencatatan sipil;

f melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

g melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
i

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugas dan fungsinya.

Ketentuan avat (3] Pasal 11 diubah, sehingga berbimyi sebagai berikut:




Pasal 11

(1) Seksi Kelahiran dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(2) Kepala Seksi Kelahiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Pelayanan pencatatan Sipil lingkup kelahiran.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Kelahiran mempunyai fungsi:
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan
kelahiran;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan
kelahiran;
c. menviapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi
pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran; :
d. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran;
e. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan
kelahiran; :
menviapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan kelahiran; dan
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

ey

8. Keteptuan avat {3} Pasal 12 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut

| Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnva berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

~ala Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melaksanakan
schagian  tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil lingkup
vinan dan perceraian.
m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seks Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi: :
2 menviapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan
perkawinan dan perceraian; :
% menvizpkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan
‘ perkawinan dan perceraian;‘
menyviapkan pelaksanaan ‘ pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan perkawinan dan perceraian;
melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
melaksanakan  pendokumentasian hasil pelayanan  pencatatan
perkawinan dan perceraian;
menviapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan perkawinan dan perceraian; dan
¢ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugas dan fungsinya.

3
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% Ketentuan avat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
{1} Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dipimpin
oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

{7 Wanala



(2) Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil lingkup Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai
fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan
status kewarganegaraan dan kematian;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan
status keéwarganegaraan dan kematian; . '

¢. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak,
perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

d. melaksanakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan
anak, pengesahan’ anak, perubahan status kewarganegaraan dan

kematian.

e. melaksanakan pendokumentasian  hasil pelayanan  pencatatan
pengangkatan anak. pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan
& status kewarganegaraan dan Kematan;

' f. menviapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan

pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak,
perubahan status kewarganegaraan dan kematian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberitkan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugas dan fungsinyva.

s

v

10. Ketentuan avat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan
Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

{2) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
6 Dinas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

{3} Dalam melaksanakan tugas se'oagajmana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data mempunyai fungsi: =
a. menyusun perencanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi
pelavanan administrasi kependudukan;

d. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;




mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugas dan fungsinya. o

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang.

(2} Kepala Seksi Informasi+, Administrasi Kependudukan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data lingkup sistem
informasi administrasi képendudukan.

2! Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Sekst  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

melakukan penyiapan keoordinasi sistemm informasi administrasi

xe ,*"I‘C.‘:‘.dkan, tata kelola reknologi informasi dan komunikasi;

menylapxan bshan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
formasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi

-
QIR BT

meiaksznakan sistem informasi administrasi

: melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan

menyiapkan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia
xknolog: informasi dan komunikasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuail

bidang tugas dan fungsinya.

12. Retentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

P i

i’i; Seksi Pengolahan dan Penya_]lan Data dipimpin oleh Kepala Seksi yang

\_’ dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang. &

(2] Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data lingkup pengolahan dan
penyajian data.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai fungsi:

a.

b.

c-

menyiapkan bahan koordinasi pengolahan dan penyajian data
kependudukan;

menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Seksi
Pengolahan dan Penyajian Data;

melakukan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan
dan penyajian data kependudukan;

menyiapkan dan melaksanakan pembinaan pengolahan dan penyajian
data kependudukan; dan
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é. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

(1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data lingkup kerjasama dan
inovasi pelayanan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

a. menyiapkan koordinasi kerja sama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data ddn dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

b. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerja
sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen

o kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan,;

¢c. menviapkan dan melaksanakan kebiiakan teknis kerja sama
administras: kependudukan:

d. menviapkan dan melaksanakan kebijjakan teknis kerjasama administrasi
kependudukan:

ap dan melaksanakan kebijakan teknis inovasi pelayanan

pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan Kkerja sama
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.
‘

LA Ditetapkan di Binjai
> A pada tanggal 26 Oktober 2017

“ .

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM
Diundangkan di Binjai
pada tanggal 26 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,
ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY



